KEPALA DESA KARANGDUREN
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGDUREN
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDUREN,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)
huruf i1 (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa
dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai
kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-
19);

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian ¢ point 3 yaitu
penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Desa;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk
pencegahan penanganan dampak virus Corona dan
kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Discase 2019 (Covid-19),



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27ar)

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan



10.

Ll

12.

13.

14.

15.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
367);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum  Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 Nomor 4);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun




Memperhatikan

16,

7 8

18.

19.

20:

21

22,

s 1.

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 17);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Nomor 14);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20
)

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
Nomor 106);

Peraturan Desa Karangduren Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
Karangduren Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa
Karangduren Tahun 2019 Nomor 5 );

Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa,

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal
Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal
25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan
Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;



4, Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809
tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis
Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,

5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Karangduren
Tanggal 5 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGDUREN TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

10.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari

Desa adalah Desa Karangduren

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, Kkepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan wunsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran
penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di
seluruh dunia.

Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ckonomi atas
Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau

b. Jaring Pengaman sosial di Desa.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-

Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau

pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari

Kemenrian Sosial ;

Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan

Kepala Desa ini ;

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan

metode Tunai (cash) setiap bulan.

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu

rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangduren.

Ditetapkan di Karangduren
Pada Tanggal 09 Mei 2020
Kepala Desa Karangduren

KEPALA DEGA | ;_\
l.lRllNl’"’ll AEN

SETYO PAMUNGKAS

Diundangkan di Karangduren
pada tanggal 6 Mei 2020
SEKRETARIS DESA KARANGDUREN

TOTO ISNANTO
BERITA DESA KARANGDUREN TAHUN 2020 NOMOR 2



NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KARANGDUREN
: 02 TAHUN 2020

: 09 MEI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA KARANGDUREN KECAMATAN BOBOTSARI

KABUPATEN PURBALINGGA

No KK

No Nama
1 |SURATMI
2 |PAMUNGKAS BUDI MITRWAN
3 [CUNIL
4 |SARIKUN
S MARKO
6 |PUJIANTO
7 KARWANI
8 |SUMARTO DIKSAN
9 [YATINI
10 [SUHUD
11 |BUDI PRASTIO
12 |DARYONO
13 |ERIK SUGIANTO
14 |MUKLAS
15 |DARTONO
16 |RASNO
17 |KUWATIN
18 |MARSONO
19 |(JULI AKBAR
20 |[GUDERI

NIK

Hasil
P, —— Nomgr Vcriﬂkasil Besaran
Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)
RT 01 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 E MS 1,800,000




No Nama
21 |MAMET

22 |NASIYAH

23 |SAHUDI

24 |SAKRI RIBUT SUSANTO
25 |SARMINI

26 |NUR HADIYANTO
27 |MUTAKIN

28 |SUGIANTI

29 |SUPRIYATIN

30 |ROMIN

31 |MACHMUDI SARINGUN
32 |MISNO

33 |NUR RATNASARI

34 |[SUDARNO

35 |ROSIYAH

36 |[WARSINI BOREK
37 |WAWAN PUJIONO
38 |MUJI ROKHYANTI
39 |[TURINAH

40 |JUREMI

41 |PARMAN

42 |ISNA NURASIZAH
43 |SURIP SUMARNO
44 |TASMERI

45 |[IFAN TRI ASMOYO
46 |NUZUL SOHIRON
47 |AHMAD SURYANTO
48 [NURIDIN

49

DEFAN PANGESTU

No KK

NIK

Hasil

P Nomor Verifikasi. Besaran
Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 01 RW 05 - MS 1,800,000
RT 01 RW 05 - MS 1,800,000
RT 01 RW 05 - MS 1,800,000
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 01 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 03 RW 06 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 05 - MS 1,800,000




No Nama
50 |MISTATI

51 |VANESA

52 |SATINI

53 |RUMINAH

54 |SUPARNO

55 |URIANA

56 |SAROCHMAN

57 |SUWARNO

58 |SUHARTO

59 |WATRIAH

60 |TARSIM KUSRODIN
61 |MAD SARONO

62 |SUGIMAN

63 |KERI SUDARSONO
64 |ARIF AMARIOSO

65 |SUTARNO

66 |SUMARYO

67 |SUPARSO

68 |WARTONO

69 |CARSINAH

70 |NUR KHOLIS

71 |TUTI HARTATI

72 |RAGIL RISMONO
73 |HAJAH MEITA DEWI
74 |ANDI PAMUNGKAS
75 |URIPTONO

76 |PURWANTO

77 |SUMBINAH

78 |NIRWANTO

No KK

NIK

Hasil

Alarnat Nomor Verifikasi Besaran
Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 03 RW 05 E MS 1,800,000
RT 03 RW 05 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000
RT 02 RW 03 - MS 1,800,000




No Nama
79 |CHOLIS ISTIQOMAH
80 |RUDI HARTONO
81 |PARMONO

82 |KARMO

83 |RIANDI

84 |DARYOTO

85 |RASIMUN

86 |MUDIARJO

87 |SUKARTI

88 |TEGUH SANTOSO
89 |SUHARTO

90 |PURWANTO

91 [|MURYANTO

92 |KARTOMIARJO
93 |MIARJI KASIR

94 |SUDARNO

95 |CHAERUDIN

96 |SARNO HIDAYAT
97 |MISWANTO

98 |SUNARJI WANDI
99 |RUSMIDI JIKIN
100 |KARNADI

101 |SURTI

102 |SARTONO REBO
103 |SUMITRO

104 |SUKARYO

105 [HADI SUWATNO
106 |SUTARNO

107 |SUWARTO

NIK

Hasil

Magash Nomc?r Veriﬁkasi_ Besaran
Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 01 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 02 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
RT 03 RW 04 - MS 1,800,000




Hasil

No Nama No KK NIK Alamat i s s
Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)

108 |AGUS SUSANTO RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
109 |[IRFAN FARIZ]I RAHMAN RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
110 |RISWANDI RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
111 |[SURYATI RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
112 |SUNARYO RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
113 [SUGENG TRIANTO RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
114 |SUKENI RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
115 |SURATNO RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
116 |SARWONO RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
117 |MARYATI RENI SUDIRO RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
118 |[ANIS IMAM SAEFUDDIN RT 03 RW 04 - MS 1,800,000
119 |[MAHIROH RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
120 |SUWARTI RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
121 |MISWARI RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
122 |MISWANTO RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
123 |PUSPANINGSIH RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
124 |DIANAWATI RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
125 |RACHNO DARTONO RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
126 |HADI KARYONO KARSUN RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
127 |AMIN RIZKI SA BANI RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
128 |TRI SUTRISNO RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
129 |FANDI AZIZ NUR RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
130 |WONO PURWANTO RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
131 |[RINTO RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
132 |TARSINI RT 01 RW 03 - MS 1,800,000
133 |SRIWATI RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
134 |SUMARDI DARSUM RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
135 |AGUS PURWANTO RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
136 |ANJAR AJIANTO RT 01 RW 01 - MS 1,800,000




No

Nama

137

KASMIARDI SLAMET

138

MUJI

139

NENI ASTUTI

140

SARYOTO

141

DADANG SRIYADI

142

DASIRAH

143

SUYITNO

144

SAIDAH

145

PARSINI

146

SAEFUDIN

147

MUJI WIBOWO

148

'TRI FATIMAH

149

IMELY OKTIANINGSIH

150

RONI UTOMO

151

'TURMINAH

152

'HADI RUSTOMO

153

SUHARDI

154

'RIYANTO

155

'DARYANTO

156

MIHROJI

157

'HENDRA TRI LAKSONO

158

'YULIANTO

159

RUSMEDI

160

PUJIONO

161

RASIKIN

162

RISWAN

163

MUSERI DARNO

164

SAHMAH

165

RASDI

Hasil

Nomor Verifikasi Besaran
e Ll Alunias Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)
RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 02 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
RT 03 RW 02 - MS 1,800,000




Hasil

Nomor Verifikasi Besaran
D i o NIK Aiama Rekening | Memenuhi | Anggaran Rp.
Syarat (MS)

166 |DARSUN RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
167 |YUSMIARTO RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
168 |RASIKUN RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
169 |TRINANO RT 03 RW 02 - MS 1,800,000
170 |SOLIKHUN RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
171 |SANTONO RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
172 |RUKIDAH RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
173 |FADIANTO RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
174 |APIP RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
175 |ROKHATI RT 03 RW 01 - MS 1,800,000
176 [SUGIRI RT 02 RW 02 - MS 1,800,000
177 |TOFIRIN RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
178 |KRISNA SUPANJI RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
179 (SAKHIRI RT 01 RW 01 - MS 1,800,000
180 {KHARIRI RT 02 RW 01 - MS 1,800,000
181 |HOTMAN SIAHAAN RT 02 RW 01 - MS 1,800,000

Jumlah 325,800,000

Kepala Desa Karangduren

SETYO PAMUNGKAS
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